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PENDAHULUAN

 UU 7/2017 menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan Pemilu 
serentak tahun 2019, antara Pemilu Presiden/Wakil Presiden
dengan Pemilu Anggota DPR/DPRD dan DPD.

 Keserentakannya dalam hal apa?

 Kampanye dilaksanakan serentak [pasal 267 ayat (2)].

 Desain surat suara: Surat Suara Pilpres mencantumkan partai‐
partai pengusul Pasangan Capres/Cawapres [pasal 342 ayat (1)].

 Hari pemungutan suara dilaksanakan pada hari yang sama [pasal 
347 ayat (1)].





TUJUAN KESERENTAKAN

 Salah satu tujuan penting penyerentakan Pemilu 2019 adalah 
penguatan sistem pemerintahan presidensialisme.

 Pemerintah eksekutif didukung oleh mayoritas parlemen.
 Sistem kepartaian semakin sederhana.
 Kita mengalami volatilitas tinggi sejak Pemilu 1999.
o Selalu terjadi perubahan pemenang pemilu.
o Fragmentasi menguat: Perolehan kursi terdistribusi makin 
merata. Tidak terjadi konsentrasi perolehan suara.
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COATTAIL EFFECT?
 Dari berbagai survei, Pemilu serentak 2019 memberi
keuntungan bagi beberapa parpol untuk mendapatkan suara
karena pengaruh pencalonan kadernya: PDIP dan Gerindra.

 Jika hasil‐hasil Pemilu 2019 sesuai pola ini, Pemilu serentak 
berhasil mendorong pemilih untuk memilih parpol yang 
mendukung Pasangan Capres‐Cawapres tertentu.

 Diharapkan terjadi konsentrasi perolehan suara parpol,
sehingga jumlah parpol di parlemen makin sedikit, lalu
diharapkan terjadi penyederhanaan sistem kepartaian.

 Pemerintah eksekutif akan berjalan lebih efektif.



TANTANGAN PEMILU 2019
 UU 7/2017 berimplikasi pada keserentakan pemilu yang tumpang 
tindih: eksekutif‐legislatif, lokal‐nasional.

 Terjadi tumpang tindih antara isu‐isu lokal‐nasional serta isu‐isu 
eksekutif‐legislatif.

 Kampanye Pemilu didominasi oleh isu Pilpres. Parpol/Caleg
kesulitan kampanye visi‐misi Parpol.

 Pemilih tidak mengenal profil serta visi‐misi Parpol/caleg.
 Pemilih memilih Parpol/caleg semata‐mata karena coattail effect, 
tanpa tahu gagasan yang ditawarkan.



TANTANGAN PEMILU 2019
 Pemilih yang baik menjatuhkan pilihan karena terinformasi
dengan baik: well informed voters.

 Tantangan bagi KPU melakukan sosialisasi: Rilis LSI 23/2/2019: 
pemilih yang mengetahui pencoblosan 17 April < 50%.

 Hoax: informasi bohong dan tidak masuk akal diproduksi dan 
disebarkan melalui grup‐grup chatting dan media sosial untuk
menyerang dan mengfitnah kandidat lawan.

 Pemilih dimanipulasi untuk membenci kandidat lawan karena
informasi bohong disebarluaskan secara massif.

 Hoax telah menjadi strategi kampanye.



TANTANGAN PEMILU 2019
 Selain menyerang kandidat lawan, hoax juga menyerang KPU 
dalam dua bentuk:

 Disinformasi: ada fakta tetapi dimanipulasi: Pemilih siluman 31 
juta, pemilih gila 14 juta, kotak suara kardus, dll.

 Fitnah: tidak ada fakta, seolah‐olah ada: 7 kontainer berisi 70 juta
surat suara tercoblos, atau data KPU disedot/diserang hacker.

 Terjadi sejak Pemilu 2014, namun intensitas dan frekuensinya
meningkat tajam pada Pemilu 2019.

 Langkah KPU : mengklarifikasi dan mengambil langkah hukum.
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